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Perawat Tolak RUU Kesehatan

Bisnis, JAKAKI‘A — Persatu-

an Perawat Nasional Indonesia
berpandangan Rancangan Un-

dang-Undang Kesehatan atau
Omnibus Law Kesehatan bakal
menurunkan eksistensi profesi
perawat dan sistem kesehatan
nasional. .

Ketua Umum Persatuan Pera-

wat Nasional Indonesia (PPNI)

Harif Fadhillah mengatakan bah-
wa Rancangan Undang-Undang

" Kesehatan (*RUU‘Kesehatan)

secara otomatis akan menca-

-but Undang-Undang (UU) No.

38/2014 tentang Keperawatan.
Padahal, menurutnya, beleid
itu telah mengatur spesifik ke-

perawatan dan manjadi acuan

pengembangan profesi perawat.
“Hanya ada satu pasal tentang
tenaga keperawatan pada bab

. SDM Kesehatan. [Ini] mende-

gradasi eksistensi profesi perawat
dalam sistem kesehatan,” ujamya

_kepada Bisnis, Selasa (9/5).

Harif membeberkan bahwa-

~ ketentuan terkait dengan perawat,

yang bisa mengisi ruang
telsebut “Im Jadi Poin Penting
I_RUU Kesehatau mogok 4 e
ol ol 'EI'E tutan tak dipenuhi.

keperawatan, pmkuk keperawat-
an tugas dan wewenang perawat
dan pengembangan kompetensi,
pendidikan perawat, tidak dimuat
dalam draf RUU Kesehatan itu.

Selain itu, RUU Kesehatan juga
akan memudahkan perawat asing
masuk ke Indonesia. Padahal,

- dia menilai masih banyak _ -

' perawat-perawat Indonesia Fertaan Kuaitas] pada Senin (8/5). Para
Tenaga Kesehatan, dokter dan tenaga kese-

aspek-aspeknya,» RUU ini juga
tidak mengatur tentang kese-
Jahteraan tenaga kesehatan yang
di Indonesia sangat lemah dan
rendah,” ujar Harif,
Sebelumnya, organisasi dok-
ter menggelar aksi unjuk rasa
__menolak RUU Kesehatan

hatan mengancam akan

masyarakat melemah

ucapnya,

Selain itu, Harif juga me- E
nyoroti sistem kesehatan

~ nasional tersentralistik jika RUU
_ Kesehatan disahkan. Menurumya,

RUU itu akan mengurangi peran

~masyarakat madani termasuk

organisasi profesi yang kontra

dengan kebijakan pemerintah.

“Potensi diskriminasi kebijakan
turunan UU karena membeda-
kan tenaga medis dan tenaga

¥ Sementara itu, penga-

jar bidang studi hukum

administrasi negara Fa-

1 kulias Hukum Universitas

Indonesia Fitriani Ahlan

mengatakan RUU Kesehatan akan

menuai pro dan kontra karena

konsekuensi beleid tersebut me-
muat substansi lebih banyak.

- “Inikan menggantikan sembilan
undang-undang, Subjek yang di- -
atur lebih kompleks, maka wajar
pro dan kontranya lebih banyak,”

ujarnya kepdda Bistiis. (indra Gunawany
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